BAB III

PELAKSANAAN GARANSI BANK DI PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) CABANG SURABAYA

Pengertiasn Garansi Bank

Kata "Garansi" berasal dari bahasa Inggeris ,
"Guaran'tee" yang artinys "jaminan". (S.Wojowasito dan

WJS. Poerwadarminta, 1982 ; T1)

Garansi bank secara sederhana artinya adalah
garansi atau jeminan yeng diberikaen oleh bank. .Jadi,
bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila
yang dijemin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi
kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana telah di-
perjanjikan. Dengan perkataen lain, pihak yang dijamin
ternyata cidera jenji/wanprestasi terhadap pihak lain.

(Huyasro-Achmed Anwari, 1983 ; 8)

Pemberian garansi bank ini merupakan salah satu
dari fungsi bank umum, disemping fungsi memberikan
berbagai macam jasa bank. Hel ini sesuai dengan pasal
23 ayat 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perbanken, yaitu :"Bank Umum memberi ja-
minan bank (bank garantie) dengen tanggungan yang cu-

kup". (UU. No. 14 Tehun 1967)
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Garansi bank merupaeskan lembaga jaminén yang ber-
sifat perorangan, artinya bahwa yang menjamin adaleh
orang atau badan hukum. Sehingga dapat menimbulkan hubu-
ngen hukum sntera kreditur dengan bank sebagai penjamin,
dalam arti bahwa kreditur mempunyai hak menuntut peme-
nuhen piutangnyas selain kepada debitur utame juga kepads
penjamin jika debitur tidaek memenuhi kewajibannya / wan-

prestasi. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1986 ; 2)

Sifat garansi bank juge merupekan suatu perjanji-
an tambahan (accessoir), yeitu edanya tergantung pada
perjanjian pokok. Dengan demikien, Garansi bank akan
berakhir kalau perjenjiesn pokok berakhir. (#.X. Djumial-

dji, 1991 ; 30)

Dari uraian di atas dapat dipshami, bahwa dalam
garansi bank terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu
pihak bank sebagai pihak yang memberikan jaminan dan di-
sebut penjamin/guarentor, pihak nasabah sebagei pihak
yang dijemin dan disebut terjamin/debitur serta pihak
kreditur sebagai pihak yang menerima jeminan den disebut

penerima jaminan.

Garansi bank bagi bank yang mengeluarkannya meru-
pakan suatu pengakuen tertulis atau janji tertulis yang
isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima
jaminan, guna memenuhi kewajiban terjamin dalem suatu

jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu
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berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terja-
min di kemudian heri ternyata tidek memenuhi kewsjiban-
nya kepada penerima jaminan. (Huyasro dan Achmad Anwari,

1983 ; 9)

Dari urasian tersebut di atas dapat dimengerti ,
bahwa garensi bank bagi bank yeng mengeluarkannya mengan
dung resiko (kerugian) diwaktu yang skan datang apabila
terjamin ternyata cidera janji/wanprestasi. Karena itu
bank berusaha untuk membatasi resiko yang ekan timbpl
tersebut dengaen meminta kepade terjamin untuk memberikan

jaminan® lawen atau yang disebut dengesn kontra garansi

Atas pemberien fasilitas garansi bank tersebut,
bank menerima imbalan jasa dari terjamin berupa sejumlah
uang tertentu dan ini disebut prgyis}, Jumlseh provisi
ini dihitung atas dasar persentase tertentu dari jumlah
garansi bank untuk jangka waktu tertentu pula. (Huyasro-

Achmed Anwari, 1983 ; 9)

Fungsi dan Tujuan Garansi Bank

Sesuai dengan sifatnya sebagai lembaga jaminan
yang bersifat perorangan, maka garansi bank mempunyai
tujuan untuk memberiken jeminan kepeda pihak penerima

jaminan/kreditur, bahwa kewajiban (prestaesi) pihak ter-
jamin/debitur sebageimana yang telah diperjenjikan an-

taras kreditur dengen debitur skan terlaksana dengen baik
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Artinya, kslau debitur tidak memenuhi kewajibannya/cide-
ra janji maka bank sebagei pihak penjamin yang eken me-
menuhi prestasi tersebut. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak,

1986 ; 4)

Deri keterangan tersebut di étas depat difehami,
bahwa garensi bank mempunyai fungsi sebagail pengikat ke
pada terjamin untuk memenuhi prestagsi yang telah diper -
jenjikannya dengan kreditur. Sebab kalau ia tidak meme-
nuhi prestasi itu/cidera jenji maka dana kontra garansi
yang telah diserahkannya kepada bank, oleh bank akan di-

beriken kepada kreditur (penerima jeminan).

Di sisi lain, garansi bank akan menambah keyakin-
an bagi kreditur, bahwa prestasi yang telah dijanjikan
terjamin ekan terealisasi dengen baik. Dan kalaupun gs-
gal, make ia gkan tetap dapat memperoleh prestasi itu

dari dana garansi bank.

Prosedur Permohonan Garansi Bank

Pemberian jeminan merupakan salah satu usaha yang
lazim dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan
bank. Khusus mengenai garansi bank, ini merupskan salah
gatu ugahs bank, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14

Pahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 23 ayatT.

Bagi bank yang mengeluarkan garansi bank, di satu

gegi berarti menghadapi kemungkinan tertimpa resiko ke-
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rugian diwaktu yang skan dateng, dan pada segi yang lain
merupakan sslah satu sumber pendaspatan bagi bank. Oleh
karena itu dalam rangka pemberiaen fesilitas garansi bank,
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya (se-
lanjutnya disebut Bank BNI) memberikan batasan kriteris
yang dapat diberikan kepadanya garansi bank, yaitu hanya

kepada

1. Seseorang atau beberape orang (bersama-sama), atau
gebuah badan ussha baik yang sudah mempunyai keduduk-
an sebagai Badan Hukum maupun yang tidek ateu belum,
dan semua itu harus mempunysi hubungan hukum dengan

Bank BNT.

2. Nasabah Bank BNI; baik nasabah giro, nasabah kredit
dan nasabah lainnya. (Wawancera dengan Bpk. A. Kehar
Marzuki, SH, Koordinator ADC Bank BNI cabang Surabaya,
tenggal 10 Juni 1994. Selanjutnya disebut "wawanca-

ra I")

Apabila pemohon garansi bank telah memenuhi sya-
rat-syerat diatas, meka langkah selanjutnya yang harus
dilakukan untuk mendapatkan garansi bank adalah pemohon
menga jukean permohonan garansi bank secara tertulis. Apa-
bila Bank BNI menyetujui permohonan tersebut, maka pihsk
bank akan meminta kepada pemohon untuk menandatangani -
Surat Perjanjian Garansi Bank berdesarkan ketentuan -ke-

tentuan dan syasrat-syarat yang ditetapken oleh Bank BNI.



Setelah itu pemohon baru menerima Surat Garansgi Bank.

Sebelum bank memutuskan persetujuannya atas per-
mohonan nasabah untuk memperoleh garansi bank, maka bank
selalu mengadsken penelitian terlebih dahulu atas diri
nasabah (pemohon) dan keadaan keuangan atau kapabilitag
bank sendiri untuk memberikaen garamnsi bank sejumlah yang
diminta pemohon. Hal ini berdasarkan pada Surat Edaran
Bank Indonesia (SEBI) No. 5/51/UPPB/PbB angka 3 juga
SEBI No. SE. 11/11 UPPB angka 5.

Penelitian mengenai diri nasabah ini diantaranya
adalah mengensai kebonafiditasannyas, sifat dan nilai tran
saksi yang diadaskennya, dan juga penilaian atas besarnya

kontra garansi yang diserahkan kepada bank.

Kenyataan yang terjadi di Bank BNI, biasanya Bank
BNI hanys meneliti atas besarnye nilai kontra garansi
yang diserashkan kepads bank. Hal ini dapat dipahemi, ka-
rena bila Bank BNI menilai kontra garansi itu besarnya
sudah memenuhi syarat, dslam arti sudah sesuai dengen
besarnya garansi baenk yang diminte pemohon, maka bank -
tidak akan menderita kerugian di waktu yang akan datang
akibat wanprestasi pemohon. Hal ini karena besarnyes uang
jaminan yang diberikaen Bank BNI kepada kreditur/penerima
jaminan akibat wanprestasi debitur yang merupakan keru-

gian bagi Bank BNI, dapat ditutup dengan daena kontra gea-
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ransi yeng teleh diserehkan debitur kepada Bank BNT

(Wawancara, I)

. Ketentuan Besarhnyas Garansi Bank

Caransi bank yang dikeluarkan oleh Bank BNI ha-
nya dapat diberikan kepada nasabahnya. Sedangkan keten-
tuan besarnya garansi bank yang dapat diminta oleh na-
gabah/pemohon, biasanya Bank BNl tidek memberi batasan.
Jadi besar kecilnya garansi bank tersebut terserah ke-

pada permintaan pemohon. ( Wewancara, I)

Nemun bile dilihat dalam ketentuan Surat Edaran
Bank Indonesis (SEBI) No. SE. 11/11 UPPB, maeka sebenar-
nya besarnyas jaminan yang boleh diberikan oleh bank itu
sda bataesnya. Hal ini dilekukan oleh Bank Indonesia (BI)
karena Benk Indonesis sebagei bank sentral menyeadari,
bahwa dalam penerbitan garaensi bank bagi benk yang me-
ngeluarkannyas mengandung kemungkinan menderita kerugisn
di waktu yang akan datang apabils debitur ternyata wan-

prestasi. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah

"Jumlah meksimal pemberian jaminan dalam Dbentuk
garansi bank untuk setiap proyek atau dalem bentuk
penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-
surat berhargas untuk setiap paper adalah :

- 50 % dari model sendiri benk;". (SEBL No. 11 / 11
UPPB angkas 6.3)

Sehubungan dengen pembatasan tersebut, maka pihak
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Bank BNI apabila ada permohonan garansi bank yang jum-
lahnya melebihi ketentuan batas tersebut, maka hal ini
akan dipertimbangkan secara khusus oleh pihak Bank BNI.
Namun ke jadian semacam ini sangat sulit dapat terjadi
di Bank BNI, mengingat dana yang dimiliki BNI jumlahnya
sangat besar.( Wawancara dengan Bpk. A. Kahar Marzuki,
SH, Koordinator Administrasi Kredit Bank BNI Cabang
surabaya, tanggal 15 Juni 1994. Selanjutnya disebut

"yawancara, II")

Ketentuan tersebut di atas sebenarnya bertujuan
untuk menjaga dan memelihara kelangsungan serta majunya
usaha bank, Karena -kalau tidak demikian- maka likuidi-
tas bank akan terganggu. Meskipun sudah diketahui, bahwa
dalam menerbitkan garansi bank, bank akan menerima kon-
tra garansi dari pihak pemohon. Namun perlu diketahui
juga, bahwa kontra garansi yang diserahkan pemohon
kepada Bank tidaklah begitu saja menjadi milik bank, apa
bila terjadi wanprestasi oleh pemohon. Hal ini dapat di
pahami, terutama pada kontra garansi yang bersifat ke-
bendaan. Karena jaminan yang bersifat kebendaan ini
memerlukan serangkaian penanganan yang khusus dan ruwet,

baik sewaktu penyitaannya, terlebih lagi pada waktu

pelelangannya.

Dengan kata lain, bank tidak dapat melelang be-

gitu saja barang kontra garansi tersebut, , melainkan
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harus menunggu adanya Keputusan Conservatoir Beslag ter---:

lebih dahulu dari pengadilan. Disamping itu, di dalam
pelaksanaan eksekusi itu sendiri biasanya.memakan waktu
yang lama serta harus melalui proses penjualan/pelelang
an umum yang biasanya juga tidak lancar. Bahkan terka-
dang dapat menimbulkan kerugian, Karena adanya biaya
pelelangan umum yang cukup tinggi, sedangkan harga pen-

Jualannya rendah.

Kontra Garansi ( Jaminan Lawan )

Salah satu syarat bagi pemohon untuk mendapatkan
garansi bank adalah menyerahkan kontra garansi kepada
bank, Kontra garansi ini merupakan salah satu hal pen-
ting yang menjadi pengamatan dan pertimbangan bagi Bank
BNI dalam menganalisis permohonan garansi bank. Syarat
adanya kontra garansi ditetapkan sehubungan dengan ada-
nya resiko yang terkandung dalam pemberian garansi bank.
Adapun kontra garansi yang harus diberikan oleh pemohon
untuk memperoleh garansi bank di Bank BNI nilainya harus
100 % (seratus persen) dari nilai nominal garansi bank
yang diminta.(Wawancara, I). Jadi, besarnya nilai kon-
tra garansi tersebut harus sama dengan besarnya nilai
garansi bank yang diminta.

Adanya kontra garansi sebagai syarat dalam permoho-

nan garansi bank, berdasarkan pada Undang-undang No.14
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Tehun 1967 tentang Pokok-pokok Perbanken, yang pada pa-
sal 23 ayat 7 menyebutkan : "Bank umum memberi jeminan
~ bank (bank garantie) dengan tenggungen yang cukup".
Lebih lanjut, dalem Surat Keputusan Direksi Bank Indone-
sia No. 11/110/Kep./Dir/UPPB tangsal 28 Maret 1979, ten-
tang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan
oleh lembage keuangan buken bank, pada pasal 5 menyebut-
kan, bahwa bank dan lembaga keuangen bukan bank memberi-

kan jeminan dengan kontra jaminan yang cukup.

Adapun bentuk/wujud kontra garansi ‘yang dapat di
terima di Benk BNI, antara lsin dapat berupa seperti

berikut

. Uang tunai
Dana giro yang dibekukan
Taplus (nama tabungan di Bank BNI, red)

Deposito

U o~ W

. Surat-surat berharga

(o))

. Harta kekaysan, baik barang bergersk, barang tek ber-
gerak maupun harte tak terwujud seperti tagihan dan

gejenisnya. ( Wawencara, I )

Nemun dslam pelaksansannya - Bank BNI - sangat
menekankan agar kontra garensi yang diberiken berupa uang
tunai, Teplus, dana giro atsu deposito. Sedangkan untuk

kontra garansi yang bersifat kebendaan hanya dapat dite-
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rima kalau sangat terpaksa dan itupun sangét jarang di-
lakukan. (Wawancara, 1). Hal ini dapat dipahami, karena
untuk menerima kontra garansi yang bersifat kebendaan,
bank harus mempertimbangkan dahulu nilai barang terse-
but, juga adanya ancaman kerugian bila harga/nilai ba-
rang tersebut nantinya merosot. Selain itu, proses ekge-
kusi (Conservatoir beslag) yang biasanya memakan waktu
lama dan prosedur yang panjang. Dengan alasan - alasan
tersebut, maka Bank BNI‘lebih mensyaratkan agar kontra
garansi tersebut bukan berupa jaminan yang bersifat ke-

bendaan.

Biaya-biaya dalam Memperoleh Garansi Bank

Dalam hal permohonan nasabah untuk meminta atau
mendapatkan fasilitas bank yang berupa garansi bank di-
kabulkan oleh bank, maka hal ini membawa akibat pada
timbulnya suatu beban bagi pemochon (terjamin) yang be-
rupa biaya sejumlah tertentu yang harus dibayar oleh

pemohon‘kepada bank pemberi garansi bank.

Hal tersebut sebenarnya sangat wajar dilakukan
oleh pihak bank, karena dalam pelaksanaan pemberian ga-
ransi bank, mutlak diperlukan serangkaian aktifitas ,
yang tidak saja membutuhkan tenaga, pikiran dan waktu,
tetapi Jjuga dana; Sejak dari permchonan gampai diterbit

kannya Surat Garansi Bank. Bahkan apabila pemohon ga-

’
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ransi bank tersebut sampai wanprestasi, maka urusannya
akan bertambah sampai pada realisasi/pembayaran garansi

bank tersebut kepada penerima garansi bank.

Adapun dalam garansi bank di Bank BNI,dikenal ada
bermacam-macam biaya -yang semuanya itu- menjadi beban

tanggungan pemohon. Biaya-biaya tersebut terdiri atas :

1. Provisi.
Provisi ini adalah merupakan sejumlah uang yang harus

.= _dibayar oleh pemolen kepada bank sebagai balas Jjasa

atas pemberian garansi bank. Jumlah provisi ini dite-
tapkan berdasarkan suatu prosentase tertentu dari ni-
lai garansi bank. Sedangkan besarnya prosentase pro-
visi tergantung pada tujuan penggunaan garansi bank

tersebut.

2. Biaya Administrasi.
Biaya ini dikenakan kepada pemohon/ter jamin, kKarena
untuk pelaksanaan.garansi bank perlu diselenggarakan
administrasi. Tetapi biaya yang dikenakan kepada ter-
jamin tersebut relatif tidak begitu besar, sehingga

tidak memberatkan.

3. Bea materail.
Bea materai yang dikenakan kepada pemohon , besarnya

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Bea Materai,
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yaitu Undang-undang Nomor 13 ‘'ashun 1985. Materai
harus dilekatkan pada Surat Perjanjian Garansi Bank
dan ditsndetangani oleh pihak Bank BNI den 'pihak

terjamin. ( Wawancara, I)

Semua bisya garansi bank yang dikenakan itu ha-
rus dibayar sekaligus oleh terjamin/debitur kepada
Bank BNIL pada waktu penandatanganan surat Perjanjian
caransi Bank. ( Wawancara, TI ) Dan mengenai provisi ,
gpabila Surat prerjanjien Garansi Bank dan Surat Garansi
Benk telah diterimakan kepada terjamin, maka provisi
yang telah dibayar oleh terjamin kepadea bank tidek da-

pat diterik kembali.

Hubungen Dan Akibat Hukum Para Pihak yang Terlibat Per-

janjian Garansi Bank

1. Para pihek yang terlibat perjanjian garansi bank.

Dalam kaitennya dengan garansi bank, KUH Per-
dete mengaturnya pada bab ketujuh belas,yaitu ten-
tang pensnggungan utang, yang poda pasal 1820 menen-
tukan bahwa penasnggungan adalah suatu persetujuan
yeng mena pihak ketiga, gune kepentingen si berhutang
mengikatken diri untuk memenuhi perutangan si berhu-
tang menakala si berhutang itu wenprestasi. ( R. Su-

bekti - R. Tjitrosudibio, 1990 ; 387 )
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Tujuan dan isi deri penanggungan itu ialah mem
berikan jaminan untuk dipenuhinya berutangan dalam
perjanjian pokok. Adanya penanggungan ini dikaitkan
dengan perjanjien pokok dan menzabdi  pade perjenjiun
pokok. liaka dapat disimpulkan, bahwa perjanjian penang
gungen ini bersifat Accessoir. (Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan, 1980 : 81).. Hal ini secara legas disebutkan
dalam pasal 1821 (1) KUH Perdata, bahwa tiada penang

gungan jika tidek ada suatu perikatan pokok yang sah.

Dengan demikian, sesuei dengan perjanjian pe
nanggungan (Borgtocht) tersebut, maka dalam perjanjian
geransi bank di Bank BNI, terdapat 3 (tiga) pihak yang

terkait, yaitu

a. Pihak pertamg sebagai pihak yang dijamin atau pihak
yang berhutang, dan disebut terjamin atau debitur.

Dalam hal ini sdalah nasabah Bank BNI.

b. Pihak kedua, sebagaei pihak penjemin atau penan’-
gung (guarantor). Dalam hal ini adalah pihak Bank

BNI.

c. Pihak ketiga, sebagasi pihak yang menerima jaminan
atau pihak yang berpiuteng (kreditur). ( Wawencara,

IT ).
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2. Hubungen dan ekibat hukum antara Bank BNI (penenggung)

dan terjamin/debitur.

Sebagaimana diketahui, bahwa dengan terbitnys

Surat Gaerasnsi Bank meke pada saat itu telah muncul
kewajiban bagi Bank BNI untuk menanggung pemenuhan
prestasinya bila ternyata di kemudien Hari debitur

wanprestasi terhadap perjanjian x.ap yang dibuat ber-

sama kreditur (Pasal 1820 KUH Perdata).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bah-
wa garansi bank seleain bersifat accessoir, ditinjau
dari cara pemenuhennya juge bersifat Subsidiair. (Sri-
Soedewi M.S, 1980 ; 84) Hal ini terbukti, bahwa garan-
si bank hanys terikat msnekala debitur tidek memenuhi
prestasinya. Walaupun sebenarnya pada tingkat terakhir
hanya debitur yang berkewajiban atas pemenuhan hutang
tergebut. Hal demikian terbukti dengan adanya hak Re-
gres dari penanggung kepade debitur, setelah penang-
gung memenuhi prestasi debitur. (Sri Soedewi M.S, 1980

; 84)

Jadi apabile Barik BNI telah memenuhi prestasi
membayar hutang pihak debitur kepada kreditur , maka
Bank BNI berhak menuntut kembsli pembayaran tersebut
deri pihsk debitur.( Wewancara, Il ). Hak Regres ini

timbul karena diberiken oleh Undang-undang dan tetap
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ade sekalipun tidak tercantum secara khusﬁs dalam ak-
ta geransi bank ataupun gsurat-surat tanda bukti yang
lain, serta dapat dilekuken baik mengenai hutang pokok
maupun bunga serta bisye-biaya yeng timbul. Ini sesuai
dengan pasal 1839 KUH Perdata. (Sri Soedewi M.S, 1980

s 100)

Selain dari pasda itu, dengan berdasarken pada
pasal 1840 KUH Perdata, Bank BNl yang telah  membayar
karena hukum itu, berhsk bertindak menggantiken kedu-
dukan kreditur mengenai hak-hasknya terhadap debitur.
( Wawancera, II ). Ketentuen tersebut sudah wajar ter
jadi karena pihak Bank BNI yang sudah menanggung rugi
karena telah membayar kepada kreditur, adaleh akibat
dari perbuatan debitur, yaitu tidek memenuhi kewaJjib-

annya kepada kreditur sebagaimana yang telgh mereka

~perjanjikan sebelumnya. '~

Hubungan dan gkibat hukum antara Bank BNI sebagai pe-

nanggung dan kreditur(penerima jaminan).

Dengan adanys perjanjian penanggungan garansi
bank, antara bank sebagal penanggung dan kreditur tim-
bul akibat-akipat hukum ysng berupa hak-hek dan kewa-
jiban-kewajiban tertentu yeng harus diperhetiken oleh
kedua belsh ﬁi;ak. Meskipun dalem perjanjian garansi

bank tampaknya hanya membebankan kewajiban - kewajiban

|
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bagi bank, yeitu menanggung untuk memenuhi | prestasi
atau hutang untuk kepentingan kreditur, namun dalam
hubungan hukum tersebut juga terdapat hak-hak bagi pe-
nanggung yaeng diberikan oleh Undang-undang. hak - hak
yang dimiliki bank sebagai penanggung ini merupakan
perlindungan bagi dirinya terhadap perlakuan /tindekan

curang dari kreditur.

Adapun hgk-hak dari penanggung menurut ketentu-

an undang-undang, berupe

r a. Hek untuk menuntut lebih dahulu (Voorrecht van
uitwinning)

b. Hok untuk membagi hutang (Voorrecht van gchuld-
splitsing)

c. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat (ps. 1849,
1850 KUH Perdata)

d. Hak untuk diberhentikan dari penanggungean ( ka-
rena terhaleng melakukan subrogasi akibat per-
buitan kesalahan kreditur). { Sri Soedewi, 1980

: 92 ).

Hak untuk menuntut lebih dehulu ini ternyate
tidak lagi dimiliki oleh pihak Bank BNI, karena dalam
garansi bank terdapat klausula yang menyatakasn, bahwa
bank akan memenuhi kewajibannya (membayar) dengan me-
lepasken hak utamanys untuk menuntut supaya barang
barang kepunyasen terjamin dilelang terlebih dahulu se-
bageimana yang telsh diberikan oleh Undeng - undang
kepads penjamin, sesual pasal 1832 KUH Perdata. (lihat

contoh Surat garensi bank ).
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Sedangkan hak untuk diberhentikan sebagai pe-
nenggung, hal ini dalam garansi bank tidak mungkin un-
tuk dilsksanakan. Sebab sejak awal diterbitkannya Ga-
ransi bank, bank telah mengamankan dirinyas dari kemung-
kinan menanggung resiko yang harus dipikulnya dengan
meminta kepada debitur egar terlebih dehulu menyediakan
/menyerahkan kontra garansi. Dengan demikian, maka Bank
BNI depat mengambil dana kontra garansi tersebut bagi
pelunasan piutangnya yang lahir karena debitur melaku-

ken wanprestasi. ( Wawancara, II )

Sebenarnya tidak hanya hak-hak itu saja yeng di
lepaskan oleh bank, tetapi juga hak untuk membagi mtang
dan hak untuk mengajukan tangkisan gugat.(Wawancara,Il)
Jadi prektis yeng ada pade bank adalah kewajiban saja,

karena memang bank sengaja melepaskan hsk-haeknya.

Latar belakang pelepasan hak-hak tersebut oleh
Bank BNI, karena apabila hak-hak tersebut tetap dimi -
1liki bank, maka hal itu tentunye akan menyulitken/meru-
gikan kreditur yan%makibgﬁgyg‘garansi bank tidek akan
dapat memasyarakat. ( Wéwancara, II ) Dengan pelepasan
hak-hak itu maka kreditur ekan lebih merasa terjamin
hek-haknya den bagi pemohon dapat segera melaksanakan

kewajibannya dengan jaminan bank.

Dalam praktek mengenai pelepasan hak - hak ini
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-terutema hak untuk menuntut lebih dahulu; selalu di
perjanjikan seevara tegaes sehingge dapat diketakan
behwa disini terjadi kebiasaan yang senantiase diper-
janjiken atau "Bestendig gebruikelijk beding" seba-
gaimana dimeksudken dalem pagsal 1347 KUH Perdate

Sehingga bila tidak dicentumkan jenji itu, meka ke-
biassan untuk mengesdakan janji pelepassn hak demikian
herus dianggaep diam-diam telah tercantum dalam per-

jenjian penanggungan. ( Sri Soedewi M.S, 1980 : 93 )

Disamping adaenya kewajiban-kewajiban dan hak
hak pada Bank BNI sebagai penanggung, dalam perjan -
jien garansi bank juge menimbulkan kewajiban-kewajib-
an dan hak-hak pade kreditur. Adapun hak yang dimili-
ki kreditur, adalah menuntut atau mengajukan claim
kepada bank bile ternyata debitur melakukan cidera
jenji/wenprestasi. ( Wewancara, I ) Jadi, meskipun
kreditur tidak terlibat langsung dalam garansi bank
tersebut, tetapi geransi bank justru memberiken hak

kepada kreditur.

Sedangkan kewajiban-kewajiban bagi kreditur,
Bank BNI menyesuaikan dengen ketentuan yang terdapsat
dalaem pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yaitu kreditur
berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa yang

menguntungkan bagi penanggung (bank), asal dengan



{71

tindaken tersebut tidak merugiken kepentingannya sen-
diri, dan juga berkewajiban untuk memberitehuken ke-
pada penanggung (bank) hal-hal yang seharusnya dike-
tahui oleh bank untuk dapat menjaga kepentingannya

Karena seperti helnya perjenjian yang lain, pada usss
nya setiap perjanjian itu harus dileksanakan dengan

i'tikad baik. ( Wawancara, I )

H. Bentuk den Isi Surat Garansi Bank

Setelah Bank BNI menyetujui pemberien garansi bank

meke antara Bank BNI dan nasabah dibuat dan ditendata -

tangani Surat Perjanjian Garansi Bank. Dalem Surat Per-

jenjian Garansi Bank tersebut dimuat ketentuan-ketentuan

yang mengatur hal-hal sebagai berikut

1. Tujuan penggunaan garansi bank;

.2.

U W

Jumlah tertinggi garsnsi bank;

Tanggal mulai berlaku serta jangke waktu garansi bank;
Tempat keduduken (domisili) debitur dan Bank BNI;
lMacam jaminan lawan yang diserahken oleh terjamin
kepada Benk BNI dan nilainysa;

Terjamin tunduk kepade ketentuan-ketentuan dan pera-
turan-peraturan tentang pemberian garansi bank yang
ditetapkan oleh Bank BNI;

Terjamin tunduk pads instruksi-instruksi den peratur-
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an-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan
bank sentral serta kelaziman yesng berlaku di kalangan
perbankan;

8. Biays geransi bank yang hsrus dibayar oleh terjamin,
baik mecemnye maupun jumlahnya yéng timbul beik seca-
ra langsung maupun tidek langsung sehubungan dengan
pemberian garansi bank;

9. Terjamin memberi kussa yang tidak dapat dicabut kem-
bali kepada Bank BNI untuk sewaktu-wektu mencairkan
jaminan lawasn gunae melunesinhutang terjemin baik se-
bagai akibat dilaeksanskannya pembsyaran garensi bank
meupun hutang lain yang timbul sehubungen dengan pem-

perian garensi bank tersebut. ( Wawancara, I )

Berdasarkan Surat Perjanjian Garansi Bank terse-
but,bank memberiken Surat Garansi Bank kepada nasabeh
vang kemudian diserahkan kepada pihak kreditur sebagai
penerima jaminan. Adapun isi Surat Garansi Bank di Bank
BNI disesuaiken dengan Surat Keputusan Direksi Bank In-
donesia No. 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian ja-
minan oleh bank dan pemberian jaminan oleh Lembaga keu-

anzan bukan benk, yaitu memuat hal-hal sebagail berikut

. Judul garansi bank;
Nema dan alemat Bank BNI (sebagai pemberi garansi);

Nema dan alamat terjamin dan penerima jaminan;

HOw N
° . L)

Macam transaksi antara terjamin dan penerima Jaminan;
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Tanggal penerbitan Surat Garansi Bank;

Jumlah uang yang dijamin olen Bank BNI;

Tanggal mulsi berlaku dan berakhirnya garansi bank;
Batas waktu untuk mengajukan tuntutan (claim) kepa-
da Bank BNI;

'ernyataan bahwa Bank BNI sebagni penjamin akan me-
menuhi pembayarsn hingge suatu jumlah tertentu de-
ngan melepaskan hek istimewanya untuk menuntut
supaya benda-benda milik debitur terlebih « dahulu
disita den dijuel untuk melunasi hutangnys, sesual
dengen pasal 1832 KUH Perdata. (Wawancara, I juga

1ihat contoh Surat Garansi Bank)

. Masa Berlaku dan Cara Memperpanjang Garansi Bank

Seperti halnya pemberian fasilitas kredit yang

terikat dengan jangka waktu yang ditentuken, maka ga-

ransi bank sebagai salah satu dari usaha Bank BNI

juga ditentukan masa berlekunya. Adapun jangka waktu

yang ditetepkan Bank BNI untuk fasilitas gaeransi bank,

dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. 3 (tiga) bulan;

2.
3.

6 (enam) bulan;

1 (satu) tahun. ( Wawencara, I )

Mengenai jangka waktu tersebut biasanya dipilih
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sendiri oleh pemohon, tergantung atau sesuai dengan ke-
giontan yang akan dikerjekannya. Apnbila masa berlakunya
garansi bank itu akan berekhir, sedangkan debitur masih
memerlukannya lagi karena pekerjaannya belum selesai,
maka debitur daepat mengajukan permdhonan secara tertu-
lis untuk memperpanjengnyas, sebelum masa berlaku garan-

si bank tersebut habis.

Untuk itu debitur hasrus membayar lagi biaya-bia-
ya untuk mendapaetken garansi bank yeng baru sebageimana
sewaktu memohon garansi bank yang pertama. Sedangkan
untuk kontrs garansinya dapaet langsung menggunaken kon-
tra garansi yang teleh dipaskei untuk garansi bank yang
pertama, asalkan jumlah nominal garansi bank yang di-
minta sama dengan jumlah nominal garansi bank yang baru.
Tetapi kalau besernya nilai garensi bank yang baru itu
kurang ataupun lebih dari garansi bank yang akan ber-
akhir, maka jumlah kontra garansinya harus disesuaikan.

( Wawancara, I )

Apabila mesa berlakunya garansi bank berakhir
den tidak ada permohonan deri debitur untuk memperpan -
jangnya, make debitur harus menyerahkan kembali Surat
Garansi Bank dan Surat Perjanjien Garansi Bank kepada
Bank BNI. Begitu pule sebeliknya Bank akan menyerahkan
kepada debitur bareng-barang kontra garansi serta surat

surat bukti pemilikennya. ( Wawencara, II )
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J. Pengawasan Bank terhadap Penggunaan Garansi Bank

Sebagaimana telah diketahui, bahwa bagi bank
dengan pemberian garansi bank berarti menghadapi ke
mungkinan terjadinya kerugian pada waktu yang akan
datang apabila debitur wanprestasi. Untuk menghindari
nya, maka Bank meminta kontra garansi serta melakukan
pengawasan terhadap penggunaan garansi bank yang telah
dikucurkannya. Pengawasan tersebut dapat secara kuali

tatif maupun secara kuantitatif.

Fengawasan secara kualitatif dilakukan dengan
jalan selalu memonitor terhadap keadaan dan jalannya
usaha/perusahaan debitur, dengan maksud agar setiap
saat dapat diperoleh gambaran mengenal keadaan keuvang-
an dan harta kekayaan maupun mengenal kesehatan per
usahaan debitur. Jadi, pemeriksaan ini dilakukan ter
hadap administrasi dan pembukuan mengenail usaha debi
tur, juga terhadap laporan-laporan keuangan, termasuk
neraca dan daftar perhitungan rugi/laba perusahaan
debitur. Selain itu, bank juga mengikuti setiap tran
saksi yang dilakukan debitur, sehingga bank benar-benar
mengetahui keuangan debitur yang sesungguhnya. Sedang
kan pengawasan secara kuantitatif, maksudnya adalah
pengawasan tersebut dilakukan secara kontinue / terus

menerus. ( Huyasro - Achmad Anwari, 198% : 40 )
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Dalam praktek yang terjadi di Bank BNI, peng-

awsgan yang dilakuken terhadap penggunaan garansi bank

tideklah seketat seperti uraian di ates, tetapi peng-

awasan tersebut hanya sebatas pada prosedur dan admi-

nistratif seja. ( Wawancara, I ) Jadi, asalken syarat
gyarat dan prosedurnya sudah memenuhi, maka Bank BNI

sudah tidak lagi mengadakan pengawasan secara intensif

/ketat terhadap penggunaan dana garangi bank tersebut.

Hal demikien dapat dipshemi, karena untuk peng-
awasan itu selain memerlukan wektu, biaya dan tenaga
yang tidek sedikit, juga karena adanya kontra garansi
yang cukup yang telah disershkan oleh debitur kepada
Bank BNI. Dengen kontra garansi ysng cukup ini, maka
geandainya terjadi claim ekibat debitur wenprestssi ,

pihak Bank BNI sudah tidek perlu khawatir menderita ke

rugian karens pembayaran garensi bank tersebut,

. Realisesi Garansi Bank Akibat Debitur Wanprestasi

1

Dengan diterbitkannya garansi benk, wzie cabal
debitur pada dssarnyas timbul kewajiben untuX lehih nas
menuhi prestasi yang telsh diperjanjikan dengan kre-
ditur secara baik dan tepat pads waktunya. Apabila
kewsjiban tersebut tidak dipenuhi, makas debitur deapat
dikatekan melakukan cidera janji/wanprestasi. ( Wawan-

cara, I )
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Dengan demikisan, wanprestasi adalah sﬁatu keadaan
dimena debitur tidak dapat memenuhi/melaksanakan kewa-
jibennye den tidek depat menyandarken hal tersebut pada
overmacht/force majeur, gehingga ia berbuat onrechtmatig

(R. Soetojo Prawirohamidjojo den lsrtalena Pohan, 1984

36 ).

Untuk dapat dikatakan wanprestasi diperlukan ada-
nya Sommatie (teguran) atas kelslaian debitur, sebagai-
mana diatur dalem pasal 1238 KUH Perdata, bahwa si Dber-
hutang adeleh lalai, apabila ia dengen surat perintah
atau sebush ekta sejenis itu telsh dinyataken lalai; atau
demi periketannya ialeh jika menetapkan, bahwa si berhu-
teng skan harus dianggap lalei dengan lewatnya waktu
yang ditentukan. ( R. Subekti - R. Tjitrosudibio, 1990
269 )

Sedangkan menurut H.R dalam Arres tanggal 29 Ja-
nuari 1915, N.J. 1915, W. 9845, sebazaimana yang dikutip
R. Soetojo P dan lartalensa Pohan dalam bukunya Hukum Per
ikatan, bahwe Sommatie dianggap sebagai suatu pemberita-
huan dari kreditur kepada debitur, bahwa ia mengharapkan
segera dipenuhinya perikatan itu pada saat pemberitahuan

itu dilekuken. (R. Soetojo P - Nartalena P, 1984 : 29)

Sommatie juga berguna untuk mengingatkan pihak

debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki
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prestasi itu. pada wektu tertentu. Dengan demikian dalam

sommatie harus dicantumkan

1. Apa yeng harus dipresteer;

2. Tuntutaen prestasi itu didasarkaen ates hal.apa (causa-
nya) ;

3, Ditentukan termijnnya yeng tepat. (R. Soetojo P. dan

llartalena P, 1984 : 32)

Dalem praktek pelaksanaan garansi bank di Bank
BNI, penetapan debitur dianggap wanprestasi, epabila ia
telsh tidak memenuhi kewajibannye dan teleh ditegur oleh

kreditur. ( Wawancera, I )

Sebagai perjanjian penanggungan, garansi bank ten-
tunys mengandung resiko terjadinys tuntutan pcembayaran
(claim) yang diajukan oleh kreditur sebagaimana yang te-

lah diperjanjikannya.

Untuk dapat dileksanakan pembayaran atau realisa-
gi garansi bank, kreditur harus mengajukan cleim secara
tertulis kepada Bank BNI dengan menyerahkan Surat Garan-
si Bank. Pengajuan cleim tersebut harus juga memperhati-
ken tenggang waktu yang telah ditentukan sebagesimana ter
dapat dalam Surat Gerensi Bank. Dengan sendirinya pihek
kreditur harus puls mengejukan bukti-bukti yang cukup
mengenai wanprestasi yang telah dilskukan oleh Debitur ,

sesuai dengen apa yang telah disepakati di delam perjen-
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Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
11/110/Kep./Dir/UPPB pesal 2 (2) huruf g disebutkan,bah-
wa deleh garansi bank harus ada penegasan batas waktu
pengajuan claim. Lebih lanjut dalam ketentuan pelaksana-
an deri Surat Keputusan tersebut, yaitu S.E.B.I No. SE.

11/11/UPPB pada angks 2.3, menyebutkan

" ..Dalam hal ini untuk memperoleh keseragaman
hendeknya dengan jelas dicantumkan delam garansi
bank bashwa claim dapat diajukan segera setelah tim-
bul wanprestasi dengan batas pengajuan terakhir se-
kurang-kurangnya 14 (empat belas% hari dan selambat
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah bereskhirnys
garansi bank. (S.E.B.I No. SE. 11/11/UPPB)

Sebagai bank pemerinteh, makas pengaturan batas
waktu claim di Bank BNI juga mengikuti peratutan tersge-
but. Dan apabile sesmpai batas waktu yang ditetapkan, bank
tidak menerima claim, maka bank tidak bertanggung Jjawab
lagi atas pembayaran itu. ( Wewancars, II ). Pemberian
batas waktu tersebut dimeksudkan untuk memberi kesempat-
an kepada kreditur untuk mengumpulkan bukti-bukti yang

diperlukaen dalam mengajukan claim tersebut.

Selanjutnya, apabila bank telah menerima claim
dari kreditur dan bukti-bukti yang diajukan dinilai te-
lsh cukup oleh Bank BNI, maka dalam jangka waktu seba-
gaimana ditetapkan delem Surat Garansi Bank, Bank BNI

akan merealisasikan (membayar) garansi bank tersebut
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segera dan sekaligus kepada kreditur. Pembayaran ini
tanps menunggu terlebih dahulu penyitasan dan pelelangan
terhadsp benda-benda terjemin, sebagaimana yang diper-

janjiken dalem klousula Surat Garansi bank.

Dengen dilaksenekennys pembayaren garensi bank
kepasda kreditur, meska jumleh yang telah dibayar oleh
benk itu menjadi hutang bagi debitur kepada Bank BNI.
Akan tetepi karena debitur sebelumnya telah menyerahkan
dane kontra garansi dengen jumlah yang cukup sesuai
dengan nilai nominal garansi bank yang dimintanya, maka
setelash Bank BNI melaskukan pembayaran gaeransi bank, se-
ketike itu juga benk mencairkan dana kontra garensi
tersebut dan menggunakennyae sebagai pembayaran kembéli

hutang debitur. ( Wawancara, II )

Dalam pelsksanaen penceiran dane kontra garansi
tersebut , sebenarnyas Bank BNI bertindak menggantikan
kedudukan kreditur untuk menuntut kembali hak-haknya =~
atas prestasi yang telakh dilekukannya. Hak menuntut kem
bali inileh yang biesa disebut Hsk Regrez. yonrm &oooa.
kan hek yang timbul kerensa diberikan coleh Undang-undang
( Emmy Pangaribuan Simanjuntek, 1986 : 33 )

Setelah dilekukannya pembayareﬁ geransi bank ke-

pade kreditur, meks kepada debitur/terjemin diberitahu-

ken secara tertulis oleh bank mengenal pembayaran itu
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dengan menyebutkan gebab-sebab pembayaran itu dilakukan.
Jumlah yang dibayarken itu sesuail dengan jumlah / nilai
nominal yang terdapat dalam Surat Garansi Bank'(penuh).
Jadi, bank tidak mempertimbangkan prestasi yang telah
dilekukan oleh pemohon garasnsi bank, begitu juga tidak
mendasarkan pada prosentase prestasi/pekerjaan yang
dibiasrkan terbengkalai (tidak diselesaikan) oleh pemo

hon garansi bank. ( Wawancara, II )

Adapun dslam hal gaeransi bank berakhir dengan
tanps adanya claim deri penerima garansi bank, hal 1ini
menunjukkan bahwa prestasi yang harus dipenuhi / dilak-
senakan oleh pemohon garansi bank dalam perjanjian po-
koknya telah dipenuhi. Tetapi dapat juga dikarenakan
satu dan lain hal tidsk jodi dipergunakan, ataupun
karenas kelalaian dari pihak penerima garansi bank se-
hingga terlambat mengajukan claim. Sebagai akibat logis
nya, maka garansi bank itu tidek lagi berlaku dan meng
ikat bank. Dan berarti pula behwa, garansi bank ter
sebut telah dapat diselesaikan dengan wajar antara si

pemohon garansi bank dan penerima garansi bank.



